PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Subang
perlu mengatur Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagai implementasi dari - Peraturan Pemerintah
tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam
huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Subang tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013;

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
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Memperhatikan

10.

11,

12.

13.

13.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten
Subang;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor S5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penjabaran APBD Subang Tahun 2013;

Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2012
tentang Pemungutan dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2012.

Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Nomor 973/671/KEUDA Tanggal 22
Agustus 2011 perihal Pemungutan PPJ;

Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Nomor 970/433/KEUDA Tanggal 1 Juni

2011 perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2013.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Subang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Subang;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang;

d. Dinas / Badan adalah Instansi Pemungut Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

e. Instansi Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan pungutan pajak dan/atau
retribusi daerah;

f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

h. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah;

i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya;



j. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan
pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala
Daerah;

k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang atau
Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab
sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Subang.

1. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat
pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan
anak, tunjangan  jabatan struktural/fungsional,
dan/atau tunjangan beras.

BAB II
ASAS DAN MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Asas Pemberian Insentif Pemungutan
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan
Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi
objektif Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Pemberian Insentif Pemungutan

Pasal 3

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
dimaksudkan untuk meningkatkan :
a. Kinerja Instansi Pemungut;

b. Semangat Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi
Pemungut;

c. Pendapatan dan/atau Penerimaan Daerah dari sektor
Pajak dan Retribusi;

d. Pelayanan kepada Masyarakat.
BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif dan Target Kinerja
Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut

Pajak dan Retribusi yang telah mencapai target kinerja
tertentu; -



(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada :

a.

Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai
penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

(3) Pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b dan ¢ dapat diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

(1) Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal
4 ayat (1) adalah pencapaian tingkat penerimaan Pajak
dan Retribusi per triwulan (Triwulan I s/d Triwulan V)
sebagai berikut :

a.

Sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %  ( dua puluh
perseratus) dari target penerimaan per jenis pajak dan
per jenis retribusi ;

Sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % ( lima puluh
perseratus ) dari target penerimaan per jenis pajak dan
per jenis retribusi;

Sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % ( tujuh
puluh lima perseratus ) dari target penerimaan per
jenis pajak dan per jenis retribusi;

Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % ( seratus

perseratus ) dari target penerimaan per jenis pajak dan
per jenis retribusi.

Bagian Kedua

Waktu Pemberian Insentif

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya dengan siklus waktu pembayaran insentif
sebagai berikut :

a. Apabila pada Triwulan I penerimaan per jenis pajak

dan jenis retribusi mencapai 20 % dari target
penerimaan yang telah ditetapkan maka insentif
dibayarkan pada awal Triwulan II;

b. Apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis pajak

dan per jenis retribusi telah mencapai 50 % dari

target penerimaan yang telah ditetapkan maka
insentif dibayarkan pada awal Triwulan III;



c. Apabila pada Triwulan III penerimaan per jenis pajak

dan perjenis retribusi telah mencapai 75 % dari target
penerimaan yang telah ditetapkan maka insentif
dibayarkan pada awal Triwulan IV;

d. Apabila pada akhir Triwulan IV penerimaan per jenis

pajak dan per jenis retribusi telah mencapai 100 %
dari target yang telah ditetapkan, maka insentif
dibayarkan pada Triwulan I tahun berikutnya.

(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan dengan siklus waktu
pemberian insentif sebagai berikut :

as

Apabila pada Triwulan I penerimaan per jenis pajak
dan per jenis retribusi belum mencapai 20 % dari
target yang ditetapkan, maka insentif tidak bisa
dibayarkan pada awal Triwulan II;

Apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis pajak
dan per jenis retribusi telah mencapai 50 % dari
target yang ditetapkan, maka insentif untuk Triwulan
I yang belum diberikan dan insentif Triwulan II
dibayarkan pada awal Triwulan III;

Apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis pajak
dan per jenis retribusi belum mencapai 50 % dari
target yang ditetapkan, maka insentif tidak bisa
dibayarkan pada awal Triwulan III;

Apabila pada Triwulan III penerimaan per jenis pajak
dan per jenis retribusi belum mencapai 75 %, maka
insentif belum bisa dibayarkan pada awal Triwulan
1V;

Apabila pada Triwulan III penerimaan per jenis pajak
dan per jenis retribusi telah mencapai 75 % dari
target yvang ditetapkan, maka insentif untuk Triwulan
I dan II yang belum dibayarkan  serta insentif
Triwulan III dibayarkan pada awal Triwulan IV;
Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari
100 % tetapi lebih dari 75 %, insentif untuk Triwulan
IIT dan Triwulan sebelumnya yang belum diberikan,
dibayarkan pada Triwulan IV tahun berkenaan
dan/atau Triwulan I Tahun berikutnya.

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.



(4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan telah tercapai sebelum berakhirnya Triwulan
IV berkenaan, sebagian atau keseluruhan insentif dapat
dibayarkan pada pada bulan terakhir Triwulan IV
sepanjang anggarannya telah tersedia.

Bagian Ketiga
Sumber Insentif
Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan dan/atau penerimaan
Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Besaran Insentif
Pasal 8

(1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar S % dari
rencana/target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam

tahun anggaran yang berkenaan untuk tiap jenis Pajak
dan tiap jenis Retribusi.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1) Besaran pembayaran insentif kepada pihak sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan ¢ untuk setiap
bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai
penerimaan daerah. '

Pasal 10

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi
menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak
dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8;

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta
rincian objek belanja Pajak ;

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikelompokan ke
dalam  belanja tidak langsung vyang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif
pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja
Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2013 telah tercapai atau
terlampaui, pembayaran sebagian atau keseluruhan Insentif
belum dapat dilakukan pada Tahun Anggran 2013,
pemberian sebagian atau keseluruhan Insentif diberikan
pada Tahun Anggaran 2014 yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban  pemberian Insentif pemungutan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
\Pada Tanggal 28 Maret £013

Diundangkan di Subang
Pada Tanggal

'f Plt. SEKRETARIS DAERAH PATEN SUBANG

ABDURAKHMAN
NIP.19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Subang, Mei 2012

Kepada

. 188.2%242 /896—Kumdang/ 5012 WHHL s ¢ gimommon o + 4 BTG 3 8 ¢ Fipsears
:Penting
- di

: Penyampaian Draft Rancangan SUBANG

Peraturan Daerah Kabupaten Subang

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 188.34/1838/Kumdang tanggal 8
Desember 2011 Perihal Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun
2012, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang gg:giﬁigfgg/mnm/ 2012 tentang
Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2012 dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Program Legislasi
Daerah (Prolegda) Tahun 2012. Bersama surat ini dihimbau agar saudara secepatnya
menyampaikan draft Raperda tersebut kepada Kami, mengingat Raperda dimaksud
akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Subang untuk dilakukan pembahasan
bersama-sama dengan DPRD . Draft Raperda yang belum menyampaikan kepada
Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM Setda Subang yaitu:

| No. Judul Organisasi Perangkat Daerah

1. | Pengendalian Pembuangan Air | Badan Pengelolaan Lingkungan
Limbah Ke Air Atau Sumber Air Hidup

2. | Optimalisasi Pelaksanaan PPTSP Badan Penanaman Modal dan-
Perijinan

3. | Pola Tarif Pelavanan Badan Rumah | Badan Rumah Sakit Umum Daerah
Sakit Umum Daerah Kabupaten
| Subang

4. | Tarif Kelas 3 RSUD Kabupaten | Badan Rumah Sakit Umum Daerah
Subang

5. | Pengelolaan Usaha Di Bidang Minyak | Dinas Pertambangan dan Energi
Dan Gas Bumi Di Kabupaten Subang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Draft Rancangan Peraturan Daerah
agar disampaikan beserta Softcopynya pada Bagian Hukum, Perundang-undangan
dan HAM Setda Subang disertai dengan latar belakang dan maksud tujuan tentang
pembentukan Raperda tersebut dari tanggal 23 — 29 Mei 2012, apabila dalam waktu
yang telah ditentukan belum menyampaikan draft Raperda tersebut maka akan
digantikan dengan Raperda vang lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI,

L s s, 7)01ANG SOHANDI

Tembusan :

Ketua DPRD Kabupaten Subang;
Ketua Badan Legislasi Kabupaten Subang.

Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faks (0260) 411003
Subang 41215 Jawa Barat



